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ABSTRAK

Dalam perkawinan apabila tidak dilahirkan anak dapat dilaksanakan
pengangkatan anak oleh pasangan suami istri. Pembatalan perkawinan dapat
dilakukan apabila ada kriteria syarat perkawinan yang tidak terpenuhi yang
diketahui kemudian. Pembatalan perkawinan akan menyebabkan perkawinan
tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak pernah terjadi. Pengangkatan anak di
Indonesia berdasarkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu
diteliti apakah akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap
keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang
diterapkan dengan melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan hukum,
khususnya kaidah-kaidah hukum perkawinan dan kaidah-kaidah hukum
pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder

yang bentuk dan isinya telah diisi dan dibentuk oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan
orang tua angkat berakibat hukum pada keabsahan pengangkatan anak yaitu
pengangkatan yang dilakukan oleh suami istri yang perkawinannya dibatalkan
tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat material calon
orang tua angkat dalam melakukan perbuatan pengangkatan anak yaitu telah
berstatus menikah dengan sah minimal lima (5) tahun. Akibat hukum pembatalan
perkawinan orang tua angkat terhadap status anak angkat adalah pembatalan
perkawinan tidak berlaku surut pada anak angkat. Hasil penafsiran akibat hukum
pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap anak angkat adalah anak angkat
termasuk ke dalam kategori orang-orang ketiga yang mendapatkan haknya
berdasarkan itikad baik yang terhadapnya pembatalan perkawinan tidak berlaku

surut.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, anak angkat, orang tua

angkat, akibat hukum
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang naluriah dan sesuai dengan norma
agama dalam masyarakat. Perkawinan dipandang baik dalam masyarakat.
Membentuk keluarga melalui perkawinan serta mempunyai keturunan juga
menjadi salah satu hak mendasar bagi manusia.! Dalam ikatan perkawinan
terdapat pula hak juga kewajiban masing-masing pihak sebagai suami dan istri.2
Hubungan ikatan perkawinan juga akan menimbulkan akibat hukum
keperdataan antar pihak. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bukan hanya hubungan
keperdataan saja melainkan ikatan lahir serta batin pria dan wanita sebagai
pasangan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sebelumnya terdapat
dalam 3 sistem hukum yaitu berdasarkan hukum Islam, hukum adat, serta
hukum perdata. Perkawinan di Indonesia kini diatur dengan satu aturan hukum
yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 1
Tahun 1974). Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai PP
Nomor 9 Tahun 1975).

Pelengkap kebahagiaan dalam perkawinan adalah keturunan. Rasanya

belum lengkap apabila sepasang suami istri belum mempunyai anak. Anak

! Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen, Pasal 28B Ayat (1)
2 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2004, him.93



dianggap sebagai pengikat yang mempererat antara hubungan suami dan istri.
Selain itu harta kekayaan orang tua juga akan diteruskan kepada anak.® Anak
dianggap salah satu unsur yang sangat penting dalam membangun rumah
tangga.

Dalam suatu hubungan perkawinan apabila tidak terlahir seorang anak,
maka dapat dilangsungkan perbuatan hukum pengangkatan anak. Pengangkatan
anak di Indonesia sudah terjadi semenjak dahulu dengan motivasi serta cara
yang beragam, sesuai dengan sistem hukum yang hidup di daerah yang
bersangkutan.* Alasan pengangkatan anak dapat bermacam-macam, bisa
dikarenakan ingin melanjutkan keturunan atau karena rasa belas kasihan pada
anak yang ditinggalkan orang tua kandungnya.® Pengangkatan anak menurut
Pasal 1 angka 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 merupakan:

“Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan
seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut,
ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Definisi anak angkat menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga
orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Kedudukan Anak menurut staatsblad Nomor 129 Tahun 1917
menyebutkan bahwa anak angkat dapat dijadikan dan disamakan kedudukannya
selayaknya anak yang terlahir dari perkawinan orang tua angkat dan dapat
menjadi mewaris daripada orang tua angkatnya karena anak angkat memiliki
hubungan keperdataan secara hukum dengan orang tua angkatnya.®

Pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan disahkan

3 Tharasya Thessalonica, Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua
Tunggal Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial
Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di Kota Bandung, Skripsi
Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019, him.
1

4 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him.65-66.

> Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan
Peraturan Perundangan di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, him.5

& Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau
Dari Hukum Waris, Jurnal Lex Privatum Vol 4 No 1, Januari 2016, him.167



oleh penetapan pengadilan sehingga pengangkatan anak memiliki kepastian
hukum dikemudian hari bagi anak maupun bagi orang tua angkat.” Pengaturan
mengenai pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya
disebut sebagai UU Nomor 23 Tahun 2002). Pengaturan mengenai tata cara
pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai PP
Nomor 54 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai
Permensos Nomor 110 Tahun 2009). Pasal 12 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun

2007 menyebutkan:

“Pasal 12
(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
d. memerlukan perlindungan khusus.”

Prioritas pada pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) PP
Nomor 54 Tahun 2007 yaitu anak yang belum mencapai umur enam (6) tahun
sebagai prioritas utama; anak yang berumur enam (6) tahun hingga belum
mencapai umur 12 tahun hanya dilakukan karena terdapat alasan yang
mendesak; dan anak berumur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun hanya
dilaksanakan karena anak membutuhkan perlindungan khusus.

Persyaratan dari calon orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan
anak menurut Pasal 13 huruf e PP Nomor 54 Tahun 2007 adalah calon orang

tua angkat merupakan pasangan suami istri sudah menikah dalam waktu

7 Peraturan Pemerintah R.l. No. 54 Tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak, L.N.R.l Tahun
2007 No. 123, Pasal 10 Ayat (2)
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minimal 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan
alasan putusnya perkawinan adalah karena perceraian, kematian dan atas
keputusan pengadilan.® Pembatalan perkawinan merupakan salah satu
pemutusan perkawinan atas dasar keputusan pengadilan sesuai dengan Pasal 22
UU Nomor 1 Tahun 1974, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan,
apabila ternyata diketahui kemudian setelah perkawinan bahwa para pihak
suami atau istri sebenarnya tidak menggenapi syarat perkawinan.® Pembatalan
perkawinan mempunyai akibat hukum bagi suami dan istri maka pihak yang
berhak melakukan pembatalan perkawinan dibatasi pada pihak yang
berkepentingan hukum langsung dengan perkawinan saja. Menurut Pasal 23
UU Nomor 1 Tahun 1974 pihak yang dapat mengajukan pembatalan

perkawinan yaitu:

“Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Parakeluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap
orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila:

1. Suami atau istri tidak menggenapi syarat perkawinan (Pasal 22 UU
Nomor 1 Tahun 1974).

2. Suamif/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan (telah melakukan
perkawinan sebelumnya dan tidak pernah putus perkawinannya)
ternyata melakukan lagi perkawinan dengan orang lain tanpa
persetujuan dan pengetahuan suami atau istri sebelumnya. (Pasal 24 UU
Nomor 1 Tahun 1974).

3. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang
ternyata tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan
dilakukan tanpa adanya dua (2) orang saksi (Pasal 26 UU Nomor 1
Tahun 1974).

8 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa
Aulia, Bandung, 2015, him.92
® Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, him.77
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4. Perkawinan dilakukan karena pihak suami ataupun istri diancaman
secara melawan hukum (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974).

5. Salah satu pihak suami atau istri ternyata memalsukan identitas dirinya
sehingga timbul salah sangka terkait diri suami atau istri (Pasal 27 UU
Nomor 1 Tahun 1974). Identitas palsu contohnya memalsukan status,
agama ataupun usia.

Menurut Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan batal apabila
telah terdapat keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum
yang pasti dan berlaku sedari waktu perkawinan berlangsung. Bagaimana akibat
hukum dari pembatalan perkawinan terhadap anak angkat dalam perkawinan
yang dibatalkan? Akibat pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 UU Nomor
1 Tahun 1974 tidak berlaku surut terhadap orang-orang ketiga (yang bukanlah
anak kandung dari perkawinan maupun bukanlah pihak suami atau istri yang
beritikad baik) dalam hal belum ada keputusan pembatalan perkawinan yang
memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang mereka menerima hak-hak dengan
iktikad baik. Pembatalan perkawinan juga tidak berlaku surut pada anak-anak
kandung yang lahir dari perkawinan tersebut, akan tetapi tidak disebutkan
secara ekplisit bagaimana terhadap anak angkat yang diangkat selama
perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 huruf e PP Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan
anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah
minimal lima (5) tahun lamanya.!! Pembatalan perkawinan dengan putusan
pengadilan berakibat perkawinan akan menjadi batal dan tidak pernah terjadi.
Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap keabsahan
pengangkatan anak? Penelitian ini akan meneliti mengenai akibat hukum
pembatalan perkawinan calon orang tua angkat terhadap keabsahan

pengangkatan anak dan akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat

10 Angga Permana, Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan
Harta Kekayaannya), Artikel limiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, him.5
11 peraturan Pemerintah R.1. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, L.N.R.I
Tahun 2007 No. 123, Pasal 13 huruf e
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terhadap status anak angkat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis
melakukan penelitian berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
Orang Tua Angkat Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Dan Status
Anak Angkat”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka
permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini adalah:

1 Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat
terhadap keabsahan pengangkatan anak angkat? Rumusan masalah ini
akan berfokus pada keabsahan syarat calon orang tua angkat kepada
keabsahan pengangkatan anak angkat setelah terjadinya pembatalan
perkawinan ditinjau dari hukum positif di Indonesia tentang
pengangkatan anak salah satunya adalah PP Nomor 54 tahun 2007.

2 Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat
terhadap status anak angkat? Rumusan masalah ini berfokus pada
peraturan perundang-undangan tentang pembatalan perkawinan salah
satunya adalah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Rumusan masalah
ini juga berfokus pada apakah pembatalan perkawinan orang tua angkat
akan berakibat hukum bagi anak angkat karena Pasal 28 Ayat (2) UU
Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pembatalan perkawinan tidak
berlaku surut terhadap anak angkat. Tidak terdapat ketentuan yang jelas
apakah pembatalan perkawinan orang tua angkat akan berakibat hukum
pada anak angkat. Apakah pembatalan perkawinan orang tua angkat
justru tidak berakibat hukum karena anak angkat termasuk dalam
kategori Pasal 28 Ayat (2) butir (a) yaitu anak-anak kandung yang
dilahirkan dari perkawinan atau termasuk kategori Pasal 28 Ayat (2)
butir (c) yaitu orang-orang ketiga yang menerima hak dengan iktikad
baik?

13



1.3 Tujuan Penelitian
Menurut permasalahan yang telah dikemukakan, maka disimpulkan
bahwa tujuan dari penulisan hukum ini adalah:
1. Mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat
terhadap keabsahan pengangkatan anak.
2. Mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat
terhadap status anak angkat.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat dalam hal:

1.4.1 Manfaat Teoritis
Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada
umumnya, dan hukum perkawinan serta pengangkatan anak pada
khususnya terutama untuk penulis mengenai akibat hukum dari pembatalan
perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis
Sebagai bahan informasi sumbangan wawasan pengetahuan dan literatur
kepada masyarakat pada umumnya mengenai akibat hukum pembatalan
perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan dan status
anak angkat. Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bekerja
dalam bidang hukum yang berhadapan dengan kasus pembatalan
perkawinan yang terdapat anak angkat dalam perkawinan tersebut.
Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Negara melalui Kementerian Sosial

yang berwenang untuk mengurus masalah pengangkatan anak di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian
Penelitian ini akan menganalisis data-data secara kualitatif. Metode
penelitian kualitatif adalah metode pemaknaan atau interpretasi terhadap suatu

fenomena atau gejala.*? Data-data yang diperoleh pada penelitian kualitatif

12 Sjrajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, him.4
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diolah melalui proses berpikir yang bersifat analitik/sintetik, kritik dan tuntas.!3
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif-analitis
yaitu dengan cara menggambarkan sesuatu dengan memaparkan sesuatu
tersebut sebagaimana adanya dengan menjabarkan ke dalam bagian-bagian atau
unsur-unsur dengan memperlihatkan keterkaitan bagian-bagian atau unsur-
unsur tadi sehingga keseluruhan bagian-bagian atau unsur-unsur yang tampak
mewujudkan suatu kesatuan yang dapat dianalisis dan dapat dipahami.'*
Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis
normatif yaitu dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan.® Metode
penelitian yuridis normatif diterapkan dengan meneliti bahan-bahan
kepustakaan hukum seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
hukum positif serta kepustakaan hukum lain yang akan disebutkan di bawah
yang berkaitan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat
pada keabsahan pengangkatan anak angkat dan status anak angkat. Metode
yuridis normatif dalam penelitian ini terutama menggunakan bahan dari
inventaris hukum positif di Indonesia.

Metode yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini dikarenakan pokok
penelitian berpusat pada hukum sebagai objek penelitian di antaranya Undang-
Undang mengenai Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan serta pengaturan prosedur pengangkatan anak diatur oleh
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pendekatan penelitian ini adalah analisis
dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan
tertulis, teori-teori hukum, buku-buku, karangan ilmiah dan bahan-bahan
hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data
yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan atau data

sekunder yang diperoleh dari bahan literasi hukum.

3 1bid, him.5

14 Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, Diktat Pengantar llmu Hukum, Universitas Katolik
Parahyangan, Bandung, 2020, him.14

15 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta,
2012, him.23
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Data sekunder adalah data yang mempunyai ciri-ciri umum yaitu data
sekunder berbentuk keadaan siap terbuat (ready-made), yang telah dibentuk
juga diisi oleh para peneliti sebelumnya, data sekunder didapatkan tanpa
dibatasi waktu serta tempat.'® Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum primer yaitu bahan kepustakaan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan. Penelitian
ini menggunakan bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta
Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak terkait pengangkatan anak yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan lain yang menjelaskan
mengenai bahan pokok. Bahan sekunder mencakup pendapat ahli dari
buku, jurnal maupun e-journal, doktrin, karya ilmiah dan dokumen lain
yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini memakai bahan
hukum sekunder seperti jurnal hukum Lex Privatum dan bahan sekunder

lainnya.

16 Ibid, him.24
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c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan kepustakaan hukum yang
menyediakan petunjuk, pengertian serta penjelasan yang dibutuhkan
dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

Hukum, ensiklopedia serta bahan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan
Hasil dari penelitian hukum ini disusun dalam sistematika penulisan
sebagai berikut:
e BAB I Pendahuluan
Bab pertama memuat pendahuluan latar belakang penulisan
hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan untuk penelitian

ini.

e BAB Il Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan
Dalam bab kedua penulis akan menguraikan mengenai syarat,
tata cara pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan. Penulis juga
pada bab ini akan menguraikan mengenai syarat, alasan dan tata cara

pembatalan perkawinan.

e BAB Il Pengangkatan Anak dan Anak Angkat
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah
pengangkatan anak di Indonesia, syarat, alasan dan tata cara prosedur

pengangkatan anak, serta anak angkat.

e BAB IV Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Orang
Tua Angkat Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak dan Status
Anak Angkat

Bab ini akan membahas mengenai akibat hukum pembatalan
perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak
dan status anak angkat.
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e BAB YV Penutup
Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok
masalah yang diberikan oleh penulis serta saran penulis yang
merupakan hasil dari pemikiran penulis terhadap permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini.
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